
BUPATI MAGETAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 69 TAHUN 2019 TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan

Penanganan Corona Virus Disaese (Covid-19) dan Instruksi

Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan

Corona Virus Disaese 2019 di Lingkungan Pemerintah

Daerah, telah dilakukan pembahasan antara Tim Anggaran

Pemerintah Daerah dengan seluruh SKPD untuk

melakukan penjadwalan ulang terhadap capaian program

dan kegiatan;

b. bahwa dari hasil pembahasan dan penjadwalan ulang,

secara keseluruhan diperoleh anggaran untuk penanganan

dan pencegahan Virus Covid-19 sebesar

Rp.35.433.611.977,00 dengan rincian, melalui anggaran

Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.30.341.361.482,00 dan

melalui anggaran Belanja Langsung SKPD sebesar

Rp.5.092.250.495,00;

c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

SALINAN
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Bupati Magetan Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur  (Lembaran  Negara

Republik  Indonesia  Tahun  1950 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara  Republik

Indonesia  Tahun  2004  Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran  Negara  Republik

Indonesia  Tahun  2009  Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan  Kedua  Atas

Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran  Negara Republik Indonesia  Tahun
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2005  Nomor  137,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Nomor 4575);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia  Tahun 2019 Nomor  42,  Tambahan  Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 310);

8. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  32 Tahun  2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial

Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

123  Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas

Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  32 Tahun  2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial

Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 15);

9. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 80 Tahun  2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  Menteri

Dalam  Negeri  Nomor  120  Tahun  2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  33  Tahun  2019

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020

tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019

di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020

tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan

Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan

Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor  8 Tahun

2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan

Nomor  8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita  Daerah Kabupaten Magetan

Tahun 2014  Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Magetan Nomor 40);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun

2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran  2020 (Berita  Daerah Kabupaten  Magetan

Tahun 201 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Magetan Nomor 93);

15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 Tahun 2019 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2020 (Berita daerah Kabupaten Magetan

Tahun 2019 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bupati Magetan Nomor 17 Tahun 2020 tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 Tahun

2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita  Daerah Kabupaten

Magetan  Tahun 2020 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN  BUPATI  MAGETAN  NOMOR 69 TAHUN  2019

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor

69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah

Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 69) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 17

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati

Magetan Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita

Daerah Kabupaten  Magetan  Tahun 2020 Nomor 17), diubah

sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 terdapat pergeseran anggaran, sehingga

secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 1.865.234.108.016,36

b. Bertambah Rp 10.712.490.400,00

Jumlah Rp. 1.875.946.598.417,36

2. Belanja

a. Semula Rp. 1.899.684.108.016,36

b. Bertambah Rp. 26.252.010.150,00

Jumlah Rp. 1.925.936.118.166,36

Defisit (Rp. 49.989.519.749,00)
3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1). Semula Rp. 42.050.000.000,00

2). Bertambah Rp. 7.939.519.749,00

Jumlah penerimaan Rp. 49.989.519.749,00

b. Pengeluaran

1). Semula Rp. 7.600.000.000,00

2). Berkurang (Rp. 7.600.000.000,00)

Juml Pembiayaan Netto Rp. 49.989.519.749,00
Sisa Lebih Pembiayaan Rp. 0,00

2. Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I diubah

menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

Peraturan Bupati ini.
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3. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

yang dirinci lebih  lanjut  dalam  Lampiran  II dan III.2

diubah  menjadi  sebagaimana tercantum dalam Lampiran

II dan III.2 Peraturan Bupati ini.

4. Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati

ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen  Pelaksanaan

Anggaran  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah (DPPA-SKPD)

dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan

pada tanggal 8 April 2020

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U P R A W O T O

Diundangkan di Magetan

pada tanggal 8 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

TTD

BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020 NOMOR 21


